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     BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Konflik 

Menurut Webster (1966) , istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti 

“suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik 

antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan 

masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, 

ide dan lain-lain”Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh 

aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu 

sendiri
27

.  

Menurut Soerjono Soekanto, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus 

yaitu
28

: 

1) Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua 

orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi 

saling memusuhi serta menghancurkan. 

2) Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan 

ciri-ciri badaniah,  kepentingan dan kebudayaan. 

3) Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena 

perbedaan kepentingan. 

4) Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar gologan dalam 

masyarakat. 

                                                           
27

   Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin, Teori Konflik Sosial ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 

9. 
28

   Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta:CV Rajawali,1982 ), 97-98.  
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Abu Ahmadi mengemukakan bahwa perwujudan konflik itu bermacam-

macam mulai dari penghancuran atau memusnahkan seorang musuh sampai acuh 

tak acuh, misalnya
29

: 

a) Frustasi/kegagalan/perasaan gagal 

b) Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat bersifat 

overt/ terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal agama, 

golongan petani, organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila 

menjelma pada permusuhan/perselisihan. 

Teori konflik sendiri  adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial 

tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, 

tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang 

berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- 

sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat
30

.  

Pada dasarnya Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori 

struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari 

teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Ada beberapa asumsi dasar dari 

teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, 

dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam 

masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. 

Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada 

pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami 

konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.  

                                                           
29

  Abu Ahmadi, Pengantar Sosiologi, ( Surakarta:Ramadhani,1975), 93. 
30

   http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik#cite_note-1 ( diakses 9 September 2014 ) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktural_fungsional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_struktural_fungsional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keteraturan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik#cite_note-1
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Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan 

kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas 

yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi 

dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat 

menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Selain itu, Teori 

konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu supaya terciptanya perubahan 

sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam 

masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, didalamnya teori konflik 

melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. 

Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah 

kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang 

dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, 

masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di 

masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori 

konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. 

  Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur 

antara berbagai individu dan Kelompok  muncul terutama melalui terbentuknya 

hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. sampai pada titik tertentu dalam 

evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai 

menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan 

demikian masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan 

mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan menjadi kelas sosial. Jadi kelas 

dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang tersubordinasi dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dominasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Koersi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsensus
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sebuah proses eksploitasi ekonomi. secara alamiah saja, kelas-kelas yang 

tersubordinasi ini akan marah karena dieksploitasi dan terdorong untuk 

memberontak dari kelas bahwa menciptakan aparat politik yang kuat -negara yang 

mampu menekan pemberontakan tersebut dengan kekuatan. Dengan demikian, 

teori Marx di atas memandang eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan 

kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam banyak masyarakat. 

la juga berpendapat bahwa pertentangan antara kelas dominan dan kelas 

yang tersubordinasi memainkan peranan sentral dalam menciptakan bentuk-

bentuk penting perubahan sosial. Sebenarnya sebagaimana yang ia 

kumandangkan, sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah 

sejarah pertentangan-pertentangan kelas
31

.  

Berikutnya Dahrendorf mengemukakan teori konfliknya melalui 

pembahasan tentang wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Menurut 

Dahrendorf distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali 

menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan 

wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. 

Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat 

itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog
32

. 

Kekuasaan dan wewenang menurut Dahrendorf senantiasa menempatkan 

individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena 

wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap 

wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut 
                                                           
31

   Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., SE., MM. Sosiologi dan Konsep Teori ( Jakarta: PT Refika 

Aditama, 2009), 125. 
32

   Margaret M.Poloma, Sosiologi Kontemporer,  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 145. 
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oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Kekuasaan 

itu selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka 

dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-

masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan 

secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu
33

. 

Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa 

berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha 

untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada 

setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu 

berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo. 

Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai objektif 

oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu 

yang termasuk ke dalam golongan itu.  

Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang 

berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang 

individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongan 

itu yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten. la membedakan golongan 

yang terlihat konflik itu atas duatipe yaitu kelompok semu (quasi group) dan 

kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan 

dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang 

                                                           
33   George Ritzer,  Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda  Cetakan Pertama (Jakarta: 

Rajawali, 1985), 31. 
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terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. sedangkan kelompok kedua 

yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semua yang lebih luas
34

. 

Kelompok kepentingan ini memiIiki struktur, organisasi, program, tujuan 

serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan ini yang menjadi sumber nyata 

timbulnya konflik dalam masyarakat; kemudian terdapat mata rantai antara 

konflik dan perubahan sosial, konflik ini memimpin ke arah perubahan dan 

pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlihat melakukan tindakan-

tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu 

terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal, begitu pula 

jika konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural 

akan lebih efektif. 

Mengenai penalaran teori konflik ini dijelaskan oleh Karel J. Veeger sebagai 

berikut
35

: 

1.      Kedudukan orang dalam kelompok tidaklah sama, karena ada pihak yang 

bekuasa dan berwenang, dan ada pula pihak yang tergantung. 

2.      Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang 

berbeda pula. Yang satu hendak berhasil dalam kedudukannya yang tinggi, 

mempertahankannya, memakai kesempatan-kesempatan khusus yang 

berkaitan dengan jabatannya, mengontrol arus informasi, dan mampu 

membalas jasa-jasa dari mereka yang setia agar mereka lebih setia. Pihak 

yang satu ini cenderung mengarah kepada konservatisme.  

                                                           
34

   ibid 
35

   Karel J. Veeger, Pengantar Sosiologi : Buku panduan Mahasiswa, (Jakarta : Gramedia pustaka 

utama, 1992), 93-95. 
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3.      Mula-mula sebagian kepentingan-kepentingan yang berada itu tidak disadari 

dan karenanya dapat disebut kepentingan tersembunyi (latent interests), yang 

tidak akan meletuskan aksi.  

4.      Konflik akan berhasil membawa suatu perubahan dalam strutur relasirelasi 

sosial, jika kondisi-kondisi tertentu telah terpenuhi yaitu: 

a. Kondisi-kondisi yang menyangkut keorganisasian, seperti: 

1) Komunikasi efektif, pengerahan dan penempatan tenaga yang 

tepat. 

2) Kesempatan dan kebebasan berasosiasi. 

3) Tersedianya perintis (pendiri), pemimpin, dan ideologi. 

b. Kondisi-kondisi yang menyangkut konflik sendiri seperti: 

1) Adanya mobilitas sosial, sehingga individu-individu atau keluarga-

keluarga secara realistis dapat mengharapkan dan memperjuangan 

perubahan sosial. 

2) Mekanisme/sarana-sarana efektif dalam menangani dan mengatur 

konflik sosial. 

c. Akhirnya ada kondisi-kondisi yang menentukan bentuk dan besarnya 

perubahan struktural. 

Dalam pembahasan mengenai Antagonisme antar aktor dalam pembubaran 

prostitusi Dolly yang diangkat oleh penulis, teori ini digunakan sebagai pisau 

analisa atau frame untuk melihat fenomena yang terjadi di lokalisasi tersebut 

pasca pembubaran. Seperti yang kita tahu bahwa hingga kini pasca pembubaran 

masih banyak pro dan kotra terkait pembubaran disana yang dilandasi oleh faktor 
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ekonomi. Teori Konflik mampu melihat bagaimana konflik terjadi di Dolly yang 

mana konflik di Dolly sendiri banyak melibatkan berbagai elemen masyarakat, 

termasuk dari pemerintah sendiri.  

 

2.2 Konsep Antagonisme 

Antagonisme adalah perlawanan, tantangan (dalam hal pendapat, paham, 

dan sebagainya). Istilah ini biasa dipakai dalam menerangkan bahwa dalam segala 

hal (Negara) terdapat beberapa kekuatan yang berlawanan satu sama lain
36

. 

Antagonisme adalah unsur yang paling penting dalam politik; karena antagonisme 

ada maka harus ada usaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi 

antagonisme itu sendiri untuk mencapai integrasi sosial. Masalah utama adalah 

menentukan sebab-sebab dari antagonisme politik ini. Pada pandangan pertama, 

kelihatannya banyak dan bermacam- macam. Setiap doktrin politik menekankan 

satu sebab atau yang lain. Bagi kaum konservatif tradisional, perjuangan untuk 

merebut kekuasaan menempatkan “elite” yang mampu melaksanakan kekuasaan 

melawan massa. Mereka yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari 

elit dan haknya untuk memerintah. Beberapa orang juga mempertahankan bahwa 

ada ras–ras superior, yang ditentukan untuk berkuasa, dan ras–ras inferior, yang 

bisa berpartisipasi di dalam proses peradaban hanya di bawah bimbingan ras–ras 

superior , akan tetapi yag kurang atau lebih mengakui hal ini
37

.  

Bagi kaum Marxis, antagonisme politik adalah juga pada hakikatnya bersifat 

ekonomis, akan tetapi mereka lebih tergantung pada sistem produksi daripada 

                                                           
36

   B.N Marbun S.M, Kamus Politik, 9. 
37

   Maurice Duverger, Sosiologi Politik,157. 
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persaingan bagi benda-benda konsumsi. Doktrin–doktrin marxis melecehkan 

konflik politik antara kelompok-kelompok sosial selain konflik kelas (komunitas, 

daerah, bangsa – bangsa, agama, ideologi, dan seterusnya) sebagai kelas dua. 

Kaum Marxis menganggapnya hanya sebagai pencerminan perjuangan kelas. 

Penjelasan tunggal yang meliputi segala-galanya ini kelihatan tidak diterima. 

Faktor–faktor “sosiokultural”, dimana sejarah, tradisi, dan pendidikan memainkan 

bagian penting disamping faktor-faktor material, kelihatannya memberikan 

sumbangannya sendiri kepada antagonisme politik dan tidak bisa senentiasa 

dihubungkan dengan perjuangan kelas
38

.  

Hanya beberapa orang yang mengingkari bahwa antagonisme kelas adalah 

sumber konflik politik. Perbedaan yang sebenarnya terletak di dalam kenyataan 

bahwa kaum marxis yakin bahwa semua konflik politik berasal kurang lebih 

secara langsung dari antagonisme dan kontradiksi kelas. Sedangkan kaum non 

marxis menganggap antagonisme kelas sebagai salah satu faktor di antara yang 

lain , dan pentingnya setiap faktor di tafsirkan secara berbeda-beda.  

Carl Schmitt, filsuf Jerman, menyebutkan, antagonisme tidak sama dengan 

permusuhan pribadi yang bisa diselesaikan lewat jabat tangan. Demokrasi liberal 

adalah catatan sejarah kegagapan mengenali bentuk murni antagonisme. Bagi 

demokrasi liberal, masyarakat memerlukan konsensus kokoh, berbasis 

imparsialitas. Dan konsensus itu harus produk dari deliberasi rasional. 

Antagonisme menolak demokrasi liberal yang mengambil model deliberatif. 

Antagonisme bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan layaknya tawar-menawar 

                                                           
38

   Ibid. 
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harga di pasar. Antagonisme juga tidak bisa direduksi menjadi tabrakan 

kepentingan yang bisa dimusyawarahkan sebab struktur kawan-lawan tidak sama 

dengan struktur rekan-kompetitor atau teman-musuh. Konsensus dalam kerangka 

antagonisme selalu bercorak konfliktual. 

  Seperti yang kita tahu bahwa kasus Dolly menimbulkan sejumlah 

pertentangan yang mana pertentangan yang timbul tersebut berasal dari dua pihak 

yang berbeda kepentingan (Pemerintah vs Masyarakat). Kedua belah pihak 

memiliki kepentingan yang berbeda sehingga munculah pertentangan antar dua 

paham. Hal ini berkaitan dengan konsep Antagonisme politik, yang membahas 

mengenai pertentangan antara dua paham yang berbeda sehingga konsep ini 

diperlukan sebagai pisau analisa bagi pembahasan yang penulis angkat yakni 

tentang “Antagonisme Antar Aktor dalam Pembubaran Prostitusi Dolly”.  

 

2.3 Perspektif Ekonomi Politik 

Istilah ekonomi politik diambil dari khazanah bahasa Yunani, polis yang 

berarti sebuah kota atau sebuah unit politik dan oikonomike yang maknanya 

mengacu pada managemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata tersebut 

menunjukkan betapa erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan dan 

perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan 

komersial
39

.  

Menurut Adam Smith, Ekonomi Politik (Political Oeconomy), yang 

merupakan cabang dari ilmu para negarawan atau legislator itu, memiliki dua 

                                                           
39

   Lane, Jan Erik, Ekonomi Politik Komparatif, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1994), xi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

tujuan yang berbeda; yang pertama adalah menciptakan suatu sumber pendapatan 

atau swasembada bagi masyarakat, atau membantu mereka dalam mencari 

pendapatan dan mengupayakan swasembada; dan yang kedua adalah 

menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu 

menjalankan berbagai tugas atau fungsinya dengan baik. Ilmu tersebut berusaha 

merumuskan cara bagaimana memperkaya rakyat sekaligus pemerintah
40

. 

Ketika istilah “ekonomi politik” dihadirkan kembali saat ini guna 

mendampingi istilah baku “ilmu ekonomi”, fokusnya tidak lagi pada fenomena-

fenomena ekonomi secara umum, melainkan secara lebih spesifik ia menyoroti 

interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Berdasarkan hasil 

surveynya terhadap kepustakaan ekonomi politik yang tengah bangkit kembali itu, 

Martin Staniland dalam bukunya yang berjudul What is Political Economy 

menguraikan bidang-bidang yang menjadi bahan kajian ekonomi politik
41

. 

Menurutnya Kriteria identifikasi bahwa suatu teori merupakan teori ekonomi 

politik hanya didasarkan pada ada-tidaknya uraian tentang interaksi sistematis 

antara aspek ekonomi dan politik di dalam teori tersebut. Hubungan interaksi itu 

bisa dinyatakan dalam banyak cara misalnya sebagai hubungan kausalitas antara 

suatu proses dengan proses lainnya ( ini dijelaskan dalam teori-teori deterministik 

), sebagai hubungan timbal-balik atau resiprositas (ini merupakan subtansi teori 

interaktif), atau sebagai suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus. 

Sebenarnya ada tidaknya label “ekonomi politik” pada suatu jenis teori, 
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   Lane, Jan Erik, Ekonomi Politik Komparatif, XIV. 
41

   Ibid. 
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merupakan persoalan nomor dua; yang lebih penting adalah, kemampuannya 

memberi penjelasan empiris
42

. 

Namun dalam pengembangan berikutnya, istilah ekonomi politik selalu 

mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Anda 

bisa mengetahui perkembangan makna konsep ekonomi politik dengan 

membandingkan definisi yang diuraikan dalam Palgrave Dictionary of Political 

Economy tahun 1899, dan yang dijelaskan dalam New Palgrave Dictionary of 

Economics terbitan tahun 1987. Yang pertama berbunyi : Semula, ekonomi politik 

adalah, sesuai dengan namanya, mengacu pada perpaduan dua seni, yakni seni 

pengelolaan “perekonomian pada umumnya” dan seni pengaturan pemerintahan
43

. 

Ekonomi politik, cabang ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi 

ekonomi, menitikberatkan pada peningkatan pendapatan Negara dan peningkatan 

sumber daya Negara. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara umum pada 

abad ke delapan belas dan bermakna cara-cara yang digunakan pemerintah untuk 

mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara umum apa yang 

sekarang disebut kebijakan ekonomi).  

Mosco mengartikan istilah ekonomi politik secara sempit sebagai: studi 

tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling 

menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, 

termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. Boyd 
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   Ibid. 
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   Ibid. 
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Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi politik sebagai studi tentang 

kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial
44

.    

Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua 

subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi.  Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik 

merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas 

gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial 

lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini 

mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan 

menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik.  Dalam penggunaannya secara 

tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari 

istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989). Fokus dari studi ekonomi politik adalah 

fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi 

lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-

faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi 

politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek 

politik
45

.  

Menurut Martin Staniland dalam bukunya, beberapa penulis menjadikan 

istilah Ekonomi Politik sebagai suatu label formal yang bisa diaplikasikan pada 

studi-studi yang berkaitan dengan aspek kebijakan publik
46

. Studi ekonomi politik 

lebih sebagai tinjauan ekonomi atas berbagai kebijaksanaan publik yang 

dilakukan pemerintah. Yang menjadi fokus perhatian mereka adalah siapa yang 

                                                           
44

   http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26233/3/Chapter%20II.pdf  ( diakses 27 

Oktober 2014 )  
45

   http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi_politik ( diakses 27 Oktober 2014 ) 
46

   DR. H. M.Ismail, MH,M.Si , Ekonomi Politik : Sebuah Teori dan Aplikasinya, (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2010),15. 
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diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa keuntungan serta kerugian yang 

ditimbulkan oleh cara suatu keputusan politik tertentu dilakukan. Meskipun 

terkadang metodologi yang digunakan sering tidak jelas
47

. 

Menurut Dwight Y.King mengenai pendekatan Ekonomi Politik ialah 

sebagai alat analisis yang menitikberatkan kepada kekuasaan politik sebagai 

variable dominan. Pengamatannya banyak tertuju pada segi-segi politik yang 

mengubah aspek-aspek ekonomi
48

.  Ekonomi politik juga merupakan studi dan 

penyelidikan atas aspek-aspek proses ekonomi yang terwujud dalam teori-teori 

ekonomi dan politik yang teoritis, namun ia bukan sekedar sejarah ekonomi 

belaka, ataupun ekonomi deskriptif saja. Dalam implementasinya, ekonomi politik 

mempelajari proses proses ekonomi konkret dan atau terapan yang dapat 

diimplementasikan pada waktu-waktu tertentu dan situasi maupun kondisi 

tertentu. Ekonomi politik tidak semata-mata mempelajari perumusan ekonomi 

deskriptif secara kuantitatif berupa statistik ekonomi ataupun studi tentang 

pembagian ekonomi deskriptif dalam bentuk geografi ekonomi dan konvesional
49

.   

Disebutkan oleh Charles Lindblom bahwa dasar dari Ekonomi politik adalah 

pasar, kekuasaan Negara dan persuasi. Walaupun ia tidak menunjukkan 

bagaimana proses hubungan antara ketiga hal tersebut, hal ini mempengaruhi 

dinamika dari ketiga kelas sosial. Secara teoritis dikemukakan hubungan antara 

Negara, pengelasan dan hubungan ekonomi dalam tiga bentuk , yaitu : 

a) Negara memiliki kekuatan yang mengatur dan mengontrol dinamika sosial. 
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   Ibid. 
48

   Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2-Implementasi Konsep dan Teori, (Bandung : PT 

Refika Aditama, 2007),2. 
49

   Ibid., 116. 
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b) Merupakan kebalikan dari konsep pertama dimana Negara adalah alat kaum 

elit yang menjalankan kepentingan dari kelas sosial yang mendominasi. 

c) Negara dipandang sebagai bagian dari suatu kompleks proses sosial, politik 

dan ekonomi di mana didalamnya terkandung gabungan antara proses-

proses kenegaraan dan proses dalam kelas sosial. Proses Negara dan kelas 

sosial bertemu dalam suatu titik berupa aktivitas produksi dan distribusi.  

2.3.1 Model-model Ekonomi Politik 

Bidang studi ekonomi politik yang tengah berkembang pesat tidak hanya 

menyoroti interaksi antara fenomena ekonomi dan politik, tapi juga mengaitkan 

kajian dari berbagai macam model ekonomi politik berjangka pendek (yakni 

yang berfokus pada fungsi popularitas politik dan siklus bisnis) dengan yang 

berjangka panjang (yakni yang memusatkan perhatiannya kepada kinerja-

kinerja berbagai rezim, serta pola-pola kebijakan publik dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi dari berbagai Negara)
50

.  

Membandingkan ekonomi politik baru dengan aliran ekonomi politik 

sosialis memang pekerjaan yang tidak mudah, sebab perspektif ekonomi dan 

politik dari kedua aliran tersebut memang tidak mungkin dibandingkan, 

jelasnya dalam ekonomi politik versi non-marxian mulai dari perspektif Liberal 

klasik, Neoklasik, termasuk di dalamnya perspektif  Ekonomi politik Baru dan 

Ekonomi politik neo liberalism , tekanan utama diberikan kepada pasar 
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   Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif : Demokratisasi & Pertumbuhan, 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),363. 
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(market), sedangkan dalam versi ekonomi politik sosialis tekanan diberikan 

pada kekuasaan (power) 
51

.  

Kerumitan lain dalam membandingkan ekonomi politik baru dengan 

ekonomi politik sosialis ialah karena dalam ekonomi politik sosialis asumsi-

asumsi dan logika kerja ekonomi tidak mudah diakomodasikan. Masalahnya, 

ekonomi politik baru didasarkan pada asumsi kebebasan memilih individu, 

sedangkan dalam perspektif sosialis hampir segala sesuatunya diatur dan 

ditentukan oleh kekuasaan
52

.   

 Beberapa ciri pokok yang melandasi argumentasi tentang ekonomi 

politik dapat dilihat dari sifat-sifatnya dan pemahaman terhadap adanya 

interaksi maupun tingkah laku timbal balik antara faktor-faktor ekonomis dan 

faktor-faktor kekuasaan (power) Negara / pemerintah (state) yang 

mempengaruhi hasil aktivitas ekonomi dengan pasarnya. Respon pasar dan 

berikut umpan balik yang mewakili kepentingan masyarakat yakni berkenaan 

dengan cara menentukan sifat-sifat dan distribusi hak-hak milik, objek dari 

Negara dan pasar itu sendiri maupun ketentuan yang mengatur perilaku 

makanisme ekonomi lainnya, merupakan output yang dihasilkan
53

. 

Studi ekonomi politik secara metodologis sebagaimana tersebut diatas 

umumnya menempatkan Negara-negara menjadi aktor formal, karena dalam 

proses politiknya lebih banyak mempengaruhi bagaimana persoalan ekonomi 

seperti produksi dan distribusi kekayaan mengalir secara merata kepada seluruh 

lapisan masyarakat.      
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   Ibid., 15. 
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   Ibid. 
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2.3.2 Ekonomi Politik Perburuan Rente 

Perburuan rente merupakan fenomena yang sering dijumpai di negara-

negara berkembang yang proses ekonominya relatif dipengaruhi oleh proses 

politik. Ekonomi dan bisnis dalam masyarakat rente semacam itu diwarnai 

upaya mendapatkan legitimasi non ekonomi (izin lisensi tunggal). Fenomena 

perburuan rente inilah yang mempunyai andil berkembangnya bisnis yang tak 

efisien sehingga rakyat terbebani oleh kerugian publik
54

. 

Dalam pengertian netral, rente dimaksudkan sebagai sewa atas 

penggunaan faktor produksi (gedung, tanah). Atas pengorbanan berupa tenaga 

kerja, seorang pekerja mendapat upah. Atas pengorbanan penggunaan kapital, 

pemilik , pemilik tanah akan mendapatkan bunga. Sedangkan atas penggunaan 

tanahnya, pemilik tanah akan mendapatkan imbalan berupa bunga sewa (rente). 

Dari ketiga imbalan tersebut rente dianggap sebagai perolehan yang paling 

mudah dan tanpa resiko diantara dua yang lainnya.   

Sejalan dengan pengertian rente sebagai imbalan yang tidak berisiko dan 

paling mudah, maka rente dalam analisis ekonomi politik dimaksudkan sebagai 

sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan 

menggunakan modal yang menjadi hak milik publik bagi kepentingannya 

sendiri. Dalam ekonomi klasik, rente merupakan perolehan yang wajar dan sah 

sebagaimana pelaku ekonomi lain (tenaga kerja, pemilik kapital) juga 

mendapatkan imbalan atas penggunaan faktor produksinya.  
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   Hudiyanto, Ekonomi Politik, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004 ), 20. 
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Namun dalam ekonomi politik, pengertian rente menjadi negatif karena 

rente merupakan bentuk sangat mudahnya seseorang atau suatu bisnis 

mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh sekelompok orang karena 

mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau previllege yang diberikan 

oleh pemerintah (publik). Kemudahan itu muncul karena diberikan oleh pihak 

yang berkuasa untuk menentukan atau berkat kegigihan dari pengusaha untuk 

berburu hak dari pemerintah
55

.  

Rente dalam perekonomian dapat muncul terutama ketika pemerintah 

(atas nama publik) memberikan hak – hak tertentu kepada satu atau 

sekelompok orang dalam berbisnis. Karena berbagai pertimbangan yang 

diperdebatkan sebagai publik dan melibatkan tarik menarik kepentingan dalam 

masyarakat, pemerintah  memberikan hak tertentu pada suatu pihak untuk 

menjalankan usahanya. Dari lisensi yang diberikan itulah, pemegang lisensi 

akan mendapatkan berbagai keistimewaan dan kemudahan dalam berbisnis. 

Dengan demikian, ia mendapatkan rente yang tidak bisa dinikmati oleh orang 

lain. Berbagai bentuk tindakan pemerintah yang bisa memunculkan rente 

ekonomi dapat berbentuk pemberian lisensi dan pemberlakuan proteksi.   

Dalam beberapa kasus adanya intervensi pemerintah terhadap kegiatan 

ekonomi dimasyarakat menimbulkan keuntungan rente bagi kelompok-

kelompok tertentu. Bagaimanapun, jika rent seeking memberikan hasil 

pengembalian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dalam kegiatan 

ekonomi produktif  lainnya. Masyarakat selanjutnya akan berusaha untuk selalu 
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   Ibid., 21. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

menggunakan jalur ini dan mengejar rente serta meninggalkan kegiatan-

kegiatan ekonomi produktif yang bisa dilakukan. Dengan demikian, rent 

seeking ini sangatlah tidak produktif, merupakan suatu pemborosan dan 

menimbulkan ketidakefisienan. 

2.3.3 Negara vs Pasar  

Negara adalah struktur sosial yang diciptakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan untuk perlindungan dan keadilan. Hobbes misalnya menyatakan 

bahwa negara adalah Leviathan
56

 yang menjamin manusia agar menaati aturan 

main dalam masyarakat
57

.Sedangkan Pasar adalah struktur sosial yang muncul 

secara spontan. Dikatakan spontan karena pasar muncul dari pola interaksi 

manusia. Dalam interaksi tersebut manusia melakukannya secara deliberatif 

sesuai dengan kehendak individu.  Dalam kehidupan yang lebih modern, pasar 

memungkinkan jasa dan produk untuk dinilai. Fungsi utama pasar adalah 

untuk mengatur harga dalam mengakomodasi fluktuasi dari penawaran dan 

permintaan
58

.  

Negara-bangsa selama beberapa abad ini juga memiliki fungsi kontrol 

terhadap ekonomi. Negara juga menerapkan kebijakan ekonomi tertentu 

didalam  territorial kekuasaannya. Negara memiliki aparat-aparat moneter, 

kepabeanan dan fiskal. 

                                                           
56

   Dikatakan bahwa perangkat-perangkat tersebut bermuasal dari logika manusia bahwa peraturan 

umum ditemukan oleh akal. Darinya manusia dilarang untuk melakukan sesuatu yang merusak 

kehidupan atau merebut hak kepemilikan atas sarana kelangsungan hidup orang lain. 
57

   Prof. Dr. Budi Winarno, MA, Pertarungan Negara vs Pasar, (Yogyakarta : MedPres, 

2008),47. 
58

  Ibid., 43-46. 
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Negara memiliki kendali atas lalu lintas barang dan jasa melalui regulasi 

perdagangan sebagai instrumen pengelolaan. Pengaturan ini menjadi penting 

mengingat lalulintas barang dan jasa dilakukan lintas regional dan 

internasional. Masing-masing negara penghasil barang dan jasa tidak jarang 

memiliki regulasi yang bebeda sehingga ini menjadi salah satu domain bagi 

Negara untuk ambil bagian dalam menenyelaraskan regulasi antar Negara. 

Negara dan pasar tentu memiliki hubungan kausal diantara keduanya, kekuatan 

masing-masing entitas tentu memiliki peran untuk menentukan kapankan 

Negara atau pasar  harus bergerak dan menentukan kebijakan strategisnya 

masing-masing. 

Kajian teoritis melalui pendapat Keynes mengharuskan Negara tidak 

perlu ikut campur terhadap kondisi perekonomian suatu Negara. Pendapat 

 inilah kemudian yang telah berhasil melakukan propaganda Negara-negara 

barat untuk merealisasikan pendapat tersebut dalam perekonomian Negaranya 

masing-masing. Kondisi ini tentu tidak begitu saja dapat diterima secara 

universal oleh para pemikir ekonomi. Salah satu yang nyata dalam menentang 

pendapat tersebut adalah Karl Marx, Karl marx berpendapat bukan keputusan 

yang tepat jika peran Negara dikesampingkan dalam pengaturan perekonomian. 

Negara menurut Karl marx harus selalu intens untuk mengatur roda 

perekonomian suatu Negara, jika hukum pasar tidak dikontrol oleh Negara 

kondisi ini akan menjadi penghambat bagi pertumbunhan ekonomi. Dampak 
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nyata dari sistem perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar adalah 

terjadinya kesenjangan distribusi pendapatan
59

. 

Itulah perbedaan yang ditemukan dalam perdebatan antara Negara dan 

pasar. Pasar mempercayai mekanisme alamiah dalam mencapai kesejahteraan, 

tetapi beberapa perancang Negara percaya bahwa tanggungjawab Negara untuk 

mencapai kemakmuran adalah legitimasi intervensi atas tindakan intervensi.   

2.3.4 Peran Negara Dalam Perubahan Ekonomi dalam Konteks 

Kapitalisme Global 

Hayek  mengajukan gagasan bahwa keunggulan kapitalisme pasar bebas 

bermula dari interaksi yang berjalan secara alamiah. Mekanismenya adalah 

dengan membiarkan individu-individu dalam masyarakat memberikan respon 

secara individual terhadap harga pasar yang terbentuk secara bebas. Alokasi 

modal yang muncul, kemudian inovasi dan kreativitas manusia dengan 

sendirinya akan terbentuk. Ketersediaan tenaga kerja dan berlangsungnya roda 

ekonomi yang tercipta dengan mekanisme yang seperti ini dikatakannya tidak 

mungkin ditiru oleh perencanaan negara. Kualitas keteraturan ekonomi yang 

dihasilkan oleh pasar adalah lebih baik daripada perencanaan sentralistik 

manapun. Sedangkan basis bagi keteraturan ekonomi itu bukanlah berasal dari 

intervensi Negara. Hayek lebih mempercayai peran penting individu
60

.  

   Berbicara tentang sistem ekonomi Kapitalisme tidak bisa dilepaskan 

dari pengaruh besar Adam Smith dengan doktrinnya “Laissez faire, Laissez 
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   Ibid., 49-50. 
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Passer” yang artinya kurang lebih “biarkanlah semuanya berjalan sendiri, dan 

biarkan barang-barang lewat”. Paham kebebasan ini sejalan dengan 

pandangan kaum klasik yang menghendaki kebebasan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi, dengan campur tangan pemerintah seminim mungkin. 

Kaum Klasik berpendapat bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta 

dengan sendirinya. Mekanisme pasar yang akan mengaturnya, dan kekuatan 

permintaan penawaran yang akan mewujudkan. Ada dua hal yang menjadi 

dasar pemikiran kaum klasik
61

: 

a) Bahwa setiap komoditas yang diproduksi tentu ada yang 

membutuhkannya. Prinsip ini hendak mengatakan bahwa berapapun 

barang yang diproduksi oleh pengusaha, pasti tidak akan sisa oleh karena 

masyarakat pasti akan menggunakan produk tersebut. 

b) Harga setiap komoditas itu bersifat fleksibel. Dengan demikian 

keseimbangan akan selalu terjadi. Seandainya terjadi ketidakseimbangan 

pasar, hal itu hanya bersifat sementara karena untuk selannjutnya keadaan 

tersebut akan kembali dala kondisi seimbang (ekuilibrium). 

Berdasar pada pemahaman yang diberikan oleh Adam Smith, neoliberal 

percaya pada The invisible Hand sebagai kekuatan Pasar. Dengan semboyan 

“Laissez-Faire, Laissez Passer”  smith percaya bahwa dalam mekanisme 

pasar ketika setiap individu mengejar keuntungan pribadi, akan berakibat pada 

masyarakat yang mendapatkan keuntungan pula
62
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Dengan sistem ekonomi pasar sedemikian ini, peran pemerintah menjadi 

sangat terbatas, yakni hanya mengelola kegiatan yang tidak efisien jika 

seandainya dikelola oleh swasta, misalnya mengelola pamong praja. Di 

samping itu pemerintah berkewajiban membantu memperlancar dan 

menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan perekonomian yang sedang 

berlangsung, misalnya membangun infrastruktur transportasi, mengeluarkan 

kebijakan yang mendukung pasar. Ideologi pasar bebas diartikan sebagai 

kebutuhan terus menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemodal 

kapitalis ke segala tempat untuk mencari pasar baru guna menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme
63

. Negara pada dasarnya bisa 

melibatkan diri dalam proses memilih untuk apa kekuasaan menerapkan 

tindakan kolektif itu digunakan dan oleh siapa yang akan memperoleh hak 

kekuasaan itu.  

Mode produksi kapitalis dan takdirnya adalah untuk tunduk pada 

sejumlah „pergerakan hukum ekonomi dalam masyarakat modern‟. Marxisme 

mengkarakterisasi kapitalisme sebagai kepemilikan swasta terhadap faktor-

faktor produksi serta yang menentukan gaji para buruh. Kapitalisme muncul 

karena didorong oleh tuntutan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 

mungkin serta akumulasi kapital dalam sebuah ekonomi pasar yang 

kompetitif. Kapitalisme secara historis memiliki misi untuk mengembangkan 

dan menyatukan dunia namun kesuksesannya dipercaya akan segera berlalu 

dan mati. Bentuk asli, evolusi dan kematian mode produksi kapitalis menurut 
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Marx dipengaruhi oleh tiga hukum ekonomi yang tidak dapat dihindari, antara 

lain
64

 : 

a) Hukum Pertama, hukum disproporsionalitas, Ekonomi kapitalis 

memiliki kecenderungan untuk memproduksi suatu barang tertentu 

secara berlebihan. Kontradiksi inheren muncul dalam kapitalisme 

antara kapasitas untuk memproduksi barang dan kapasitas konsumen 

selaku penerima upah untuk berbelanja barang. Secara konstan terjadi 

disproporsionalitas antara produksi dan konsumsi dalam pasar yang 

„anarki‟ yang menyebabkan depresi periodic dan fluktuasi ekonomi. 

b) Hukum kedua, hukum konsentrasi ( akumulasi ) kapital. Kompetisi 

memaksa kapitalis untuk meningkatkan efisiensi dan investasi kapital   

mereka atau terancam tersingkir dari persaingan. Sebagai hasilnya, 

evolusi dari kapitalisme adalah untuk meningkatkan konsentrasi 

kekayaan di tangan beberapa orang yang melakukan efisiensi itu, 

sedangkan di sisi lain yang banyak melibatkan jumlah orang terjadi 

gelombang kemiskinan yang sangat besar. 

c) Hukum ketiga, hukum jatuhnya keuntungan. Ketika kapital 

terakumulasi dan terkumpul tingkat pengembalian menurun yang 

menyebabkan terjadinya penurunan insentif. Ekonom liberal klasik 

juga menyadari kemungkinan ini dan percaya bahwa solusi yang tepat 

adalah dengan mengekspor capital dan barang-barang manufaktur serta 

mengimpor makanan murah. Kecenderungan menurunnya keuntungan 
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tidak dapat dielakkan. Ketika tekanan kompetisi memaksa kapitalis 

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui investasi 

dengan menggunakan teknologi yang lebih produktif dan dapat 

menekan biaya buruh, tingkat pengangguran akan semakin meningkat 

dan tingkat keuntungan dari nilai perolehan akan menurun. Kapitalis 

akan kehilangan insentifnya untuk berinvestasi dalam penciptaan 

produksi maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam waktu yang 

bersamaan, intensitas yang terus meningkat serta pengaruh siklus 

bisnis akan menyebabkan para buruh memberontak dan 

menghancurkan system ekonomi kapitalis. 

Inti kritik Marx terhadap kapitalisme adalah walaupun individu kapitalis 

adalah rasional sebagaimana yang diasumsikan oleh kaum liberal, sistem 

kapitalis sendiri tidak rasional. Pasar yang kompetitif memaksa individu 

kapitalis untuk menabung, berinvestasi dan mengakumulasikannya. Hasrat 

meraih keuntungan adalah pemicu kapitalisme, investasi adalah motonya, 

sedangkan akumulasi adalah hasilnya. Marx percaya bahwa hal ini suatu saat 

akan mengarah kepada suatu periode produksi yang berlebihan, surplus kapital 

dan hilangnya insentif investasi
65

.  

 Dari proposisi-proposisi yang ditawarkan oleh para pendukung 

neoliberalisme dapat dipahami bahwa proses “menuju pasar” kini sedang 

terjadi. Dalam perjalanan itu Negara menjadi aktor utama dalam setiap 

negoisasi-negoisasi pembentukan “Rezim Pasar” tersebut. Sedang para 
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penentangnya melihat bahwa Negara semestinya tetap memegang peran sesuai 

dengan Raison d‟Etrenya untuk menyediakan kemakmuran bagi warganya. 

Dengan demikian maka tulisan ini menitikberatkan pada kondisi kekinian 

bahwa apapun bentuk globalisasi dan mekanisme pasar yang menyertainya, 

institusi-institusi internasional tetap memberikan peran aktif negara bangsa. 

Sebagai penjajagan konseptual atas peran negara dan pasar, tulisan ini hendak 

menunjukkan bahwa dalam era globalisasi dan semakin menguatnya pasar ini, 

negara tetap memiliki peran yang penting.  

Robert Gilpin dalam Global Political Economy : Understanding the 

International Economic Order mencoba mengurai peran Negara dalam tatanan 

baru ekonomi global dengan menawarkan pembahasan mengenai globalisasi 

ekonomi dunia dan implikasinya terhadap ekonomi politik internasional
66

. 

Dijelaskannya bahwa semenjak Perang Dingin, globalisasi telah menjadi 

karakteristik utama dari ekonomi internasional. Pada pertengaan dekade 1980-

an, sebuah revolusi dalam ekonomi internasional terjadi saat perusahaan 

multinasional ( MNC ), penanaman modal asing secara langsung ( FDI ), dan 

intensitas perdagangan dunia yang semakin massif telah mengakib atkan 

dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi dunia. Melalui 

instrumen-instrumen tersebut meningkatnya interdependensi ekonomi menjadi 

hal yang semakin penting. 

Gilin percaya bahwa negara bangsa tetap merupakan aktor yang 

dominan baik dalam ekonomi domestik maupun ekonomi internasional karena 
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berjalannya perkembangan perekonomian dunia ditentukan baik oleh pasar 

dan kebijakan Negara bangsa. Kompetisi, kepentingan dan tujuan politik, dan 

kerjasama antar Negara yang berinteraksi telah membuat kerangka kerja 

hubungan politik dalam kekuatan-kekuatan ekonomi yang sedang beroprasi. 

Misalnya saja Negara-negara mendiskusikan peraturan perdagangan bebas di 

WTO dan organisasi-organisasi regional lainnya. Negara juga menetapkan 

peraturan dimana para usahawan dan perusahaan multinasional harus 

mematuhinya.  

Gilpin menginterpretasikan bahwa dalam ekonomi politik internasional, 

kepentingan dan kebijakan Negara ditentukan oleh elit politik, tekanan 

kelompok-kelompok kepentingan dan national system of political economy. 

Kebijakan ekonomi luar negeri merefleksikan kepentingan nasional yang 

didefinisikan oleh elit-elitnya. Oleh karena itu, arah dari pasar pun masih bisa 

ditentukan oleh kepentingan Negara yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi itu 

sendiri.   

Sedangkan Susan Strange dalam States and Market menegaskan kembali 

hadirnya politik dalam proses-proses ekonomi. Strange juga menawarkan 

pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan yang dapat dimaksimalkan Negara 

dalam ekonomi politik internasional. Dikatakannya bahwa ekonomi berbicara 

mengenai penggunaan sesuatu yang langka untuk keinginan yang tidak 

terbatas. 

Struktur produksi menjadi bagian penting lainnya. Kelas yang memiliki 

kemampuan untuk menentukan berubah tidaknya mode produksi dapat 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

menggunakan kekuasaan strukturalnya untuk mengonsolidasikan dan 

mempertahankan kekuasaan politik.  Selanjutnya power dalam bidang 

financial menjadi struktur primer penopang kekuasaan structural. Keuangan 

dan kontrol terhadap kredit telah muncul dan berkembang lebih cepat sejak 

lima puluh tahun terakhir. Kini sektor finansial telah menjadi aspek yang 

menentukan kompetisi di antara imperium-imperium perekonomian dunia. 

Dipahami bahwa kapitalisme tergantung dari akumulasi kapital, sedangkan 

kini yang diinvestasikan dalam perekonomian bukanlah uang tetapi kredit, 

sehingga kredit dapat diciptakan dan tidak melulu diakumulasikan. Oleh 

karenanya mereka yang dapat menciptakan kredit dapat mengontrol ekonomi 

kapitalis
67

. 

  

2.3.5  Karakteristik Kebijakan Publik dalam Konteks Ekonomi Politik 

Global 

Pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan dalam membagi 

peran pemerintah dan sektor privat dalam upaya penyediaan barang dan jasa. 

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang 

dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan 

harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi 

pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang 

besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan 

persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan 
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dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam 

menetapkan suatu kebijakan. 

Menurut sebuah aliran pemikiran, faktor terpenting dalam pembuatan 

kebijakan adalah pertimbangan ekonomi. Semakin tinggi tingkat kelimpahan 

suatu negara (lebih dari sekedar makmur), maka akan semakin besar anggaran 

belanja pemerintahannya sehingga memperbesar sisi penawaran yang 

dibarengi dengan peningkatan kebijakan publik; dalam kondisi seperti itu, 

sumber daya yang disediakan untuk membuat kebijakan pasti sangat besar; 

inilah yang disebut sebagai Hukum Wagner. Tapi itu tidak berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan semakin 

besar sektor publiknya, karena pemilahan porsi sektor publik dan sektor 

swasta di Negara-negara makmur ternyata  tidak sama dengan Negara – 

Negara berkembangan. Khusus berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, 

nampaknya Hukum Wagner tidak berlaku, mengingat pertumbuhan ekonomi 

tidak identik dengan ekspansi sektor publik. Hipotesis ekonomi mengenai 

variasi belanja pemerintah biasa berfokus pada faktor-faktor penawaran atau 

permintaan. Beberapa diantaranya menekankan pentingnya variabel-variabel 

ekonomi khusus misalnya keterbukaan ekonomi
68

.  

Menuru aliran pemikiran lainnya, perubahan sosial yang bertahap namun 

menyeluruh akan mewarnai reorientasi pemilahan sektor pemerintah (publik) 

dan sektor swasta (privat). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, faktor-

faktor struktur sosial seperti modernisasi atau urbanisasi kerapkali ditonjolkan 
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sebagai faktor yang menyebabkan kenaikan belanja pemerintah untuk 

berbagai barang dan jasa, baik yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat 

dibagi. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perubahan 

demografi secara luas akan menimbulkan tuntutan bagi dikembangkannya 

kebijakan publik. Menurut salah satu hipotesis, proporsi relatif kaum lanjut 

usia turut menentukan besar kecilnya anggaran kesejahteraan
69

. 

Pada dasarnya karakteristik kebijakan publik bersifat mengarahkan, 

mengkoreksi dan melengkapi yang bertujuan untuk mengarahkan segala 

mekanisme pasar. Untuk mencapai efisiensi pasar, perlu adanya informasi 

lengkap mengenai pasar yang diperlukan produsen dan konsumen sehingga 

pemerintah diperlukan untuk menjamin kelengkapan informasi. Adanya 

peraturan pemerintah diperlukan untuk mengkoreksi penyimpangan yang 

terjadi kondisi persaingan tidak efisien. Peran pemerintah juga diperlukan 

untuk mengawasi pertukaran barang dan jasa karena hal tesebut memerlukan 

proteksi untuk melindungi pelaku pasar.  

Pada dasarnya peran pemerintah dalam hal ini peran pemerintah yang 

dimaksudkan adalah adanya kebijakan publik, memang diperlukan hal ini 

dikarenakan : 

1.  Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin di kelola 

swasta. 

2. Adanya sifat monopoli dalam usaha tertentu sehingga pemerintah 

harus campur tangan agar tidak merugikan pelaku ekonomi. 

                                                           
69

   Ibid., 254. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

3. Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara 

otomatis oleh mekanisme pasar. 

4.  Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




